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PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum

Mengingat

v 1.

pembagian alokasi dana Desa kepada Pemerintah
Kampung dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara  Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu
diatur tata cara pembagian dana Desa setiap Kampung di
Kabupaten Aceh Tamiang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun Anggaran 2017;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4176);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

//__J . " 9. Peraturan Menteri...
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor 15);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh
Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 82 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB 1
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L

Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.

é:’,,—/ ‘ * 2. Pemerintah...
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Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara
pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan
Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.

Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

Kampung adalah desa di Kabupaten Aceh Tamiang,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam
dibantu oleh Perangkat Kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang
memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan
rumah tangga sendiri.

Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang
selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan

uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh
penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
yang selanjutnya disebut RPJM Kampung, adalah
rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya
disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM
Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
ditetapkan dengan Qanun Kampung.

4 v. % Pasal 2...
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Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian Dana Desa untuk
setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(1)

2)

@)
(4)

)

Pasal 3

Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh

Tamiang dihitung secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat
kesulitan geografis setiap Kampung.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan
Geografis (IKG) Kampung yang ditentukan oleh faktor yang
terdiri atas: "

a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;

b. kondisi infrastruktur; dan

c. aksesibilitas/transportasi.

Bupati menyusun dan menetapkan IKG Kampung
berdasarkan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah,
sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

W = (0,25%Z1) + (0,35*Z2) + (0,10*Z3) + (0,30*Z4) J

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Kampung.

z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung
terhadap total penduduk Kampung Kabupaten
yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap

terhadap total penduduk miskin Kampung
Kabupaten yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap terhadap
luas wilayah Kampugn Kabupaten yang
bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap total IKG

Kampung Kabupaten yang bersangkutan.

—— 1
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Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Kampung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengacu
pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang ke Rekening Kas Kampung
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten
Aceh Tamiang.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai
berikut : )

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh
persen);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat
puluh persen.

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Datok
Penghulu menyampaikan:
a. APBKampung; dan
b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.

(5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Datok
Penghulu menyampaikan laporan realisasi pengunaan
Dana Desa tahap I.

(6) Laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan
paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan
sebesar 50% (lima puluh persen).

(7) Rincian Dana Desa yang diterima Kampung setiap tahun
dianggarkan dalam APB Kampung.

Pasal 6
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat kampung.

(2) Prioritas...
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(2)

(1)

(2)

(1)

)

3)

(4)

s

Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2017 ditetapkan
sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kampung
dengan mempedomani ketentuan yang diatur oleh
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi.

Pasal 7

Datok Penghulu dengan dikoordinasikan oleh Camat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
tahap I dan tahap II kepada Bupati melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh
Tamiang.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketentuan:

a. tahapI paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun
anggaran berjalan;

b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan Februari
tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. laporan realisasi penggunaan dana desa tahun
anggaran sebelumnya dan Qanun Kampung tentang
APBKampung;

b. terdapat Sisa Dana Desa di rekening kas kampung
tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga
puluh persen) dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di rekening kas kampung tahun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas kampung
tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah
Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I,
penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan
sisa Dana Desa di rekening kas kampung tahun anggaran
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga
sisa Dana Desa di rekening kas kampung menjadi paling
tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

5. Dalam...
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Dalam hal sampai bulan Juli tahun asnggaran berjalan
Sisa Dana Desa di rekening kas kampung tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 9

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal : :

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf a telah diterima; dan

b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
berlangsung sampai dengan bulan November tahun
anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi
ke rekening kas kampung dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri
melaui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bupati memberitahukan kepada Datok Penghulu yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selambat-lambatnya akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam
rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa
dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di rekening kas kampung lebih dari 30% (tiga puluh
persen).

Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana
Desa tahun anggaran berikutnya .

Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (l)kepada Menteri
melaui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

\____._-————f . X Pasal 11 ...
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 13 Febrvart 2017 M
16 J. Awr 1438 H

” BUPATI ACEH TAMIANG, 74

——Q—\ram_a&.wns

1/HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru. N
pada tanggal, |% . Februvar 2017 M Y

lo 1. AWM 1438 H

7 SEKRETARIS DAERAH
" KABUPATEN ACEH TAMIANG

F{Z;ARDI

KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR 2




